Sistem Politik Indonesia


BUDAYA POLITIK

1. Pengertian 

· Sidney Verba

“Pola-pola tertentu orientasi yang mengarahkan dan membentuk tindakan-tindakan politik”

· Almond & Verba 

“Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu”.

· Rusadi Sumintapura

“Pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik”.

2. Konsep Kebudayaan Politik pertama kali diperkenalkan oleh GABRIEL A. ALMOND ( untuk mengidentifikasi  orientasi dan tingkah laku politik masyarakat.

( Almond & Verba = “Masyarakat mengidentifikasikan dirinya terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya”.

3. Manfaat memahami budaya politik :

1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu

2. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maka kita akan mengetahui maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik

4. Almond & Verba : Tiga komponen dalam memandang obyek politik :

a. Kognitif 

Menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau tentang simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya.

b. Afektif

Aspek perasaan seorang warga negara terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan
c. Evaluatif

Orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimiliki seseorang. Norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik, bagian-bagian, simbol-simbol dan norma-norma yang dimiliki masyarakat.

Orientasi evaluatif ini berkaitan dengan evolusi normatif, moral politik dan etika politik.

!!! 
Perlu diingat :

Dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpilah-pilah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi.

Contoh :
· Seorang warga negara dalam menilai seorang pemimpin, ia harus punya pengetahuan cukup tentang si pemimpin. Pengetahuan itu pasti sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri.

· Sebaliknya, pengetahuan orang itu terhadap suatu simbol politik dapat juga membentuk atau mempengaruhi perasaannya terhadap simbol politik itu. 

· Pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

· Kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem.

· Kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem seperti :
· Sikap

· Sistem kepercayaan, atau

· Simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat

· Harapan-harapannya



5. Almond ( Untuk menilai dan memperbandingkan kebudayaan politik, ukuran-ukurannya adalah :

· Identitas Nasional

· Kesadaran Kelas

· Motivasi Berprestasi

· Keyakinan akan kebebasan dan persamaan

· Kesangkilan politik (?)

· Kepercayaan kepada pemerintah

6. Alfian ( Lahirnya kebudayaan politik = pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial budaya masyarakat dalam arti luas.

· Terjadi melalui proses sosialisasi politik (agar masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu – yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari)

· Nilai-nilai politik dalam diri seseorang = berkaitan erat dengan / merupakan bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (misalnya nilai-nilai sosial budaya dan agama)

· (Faktor lingkungan = salah satu penentu orientasi politik seseorang

!!! Kebudayaan Politik = dipengaruhi faktor internal dan eksternal seseorang
7. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat (termasuk nilai-nilai politik) selalu mengalami transformasi, pemahaman dan internalisasi ke dalam individu melalui 3 mekanisme utama :

· Asosiasi

· Peneguhan

· Imitasi

( Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan itu diwariskan dari generasi ke generasi ( lalu mendikte orientasi, sikap dan tingkah laku politik warganya.

(Ada keterkaitan antara budaya politik dengan orientasi, sikap dan tingkah laku politik, termasuk di dalamnya PARTISIPASI POLITIK
8. Almond & Powell : aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang :

· Trust (rasa percaya)

Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. 

Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik.

· Hostility (Permusuhan)

(Kerjasama dan konflik = selalu mewarnai kehidupan masyarakat sekaligus merupakan CIRI BUDAYA POLITIK

9. Penting :

· Budaya Politik ( sangat dipengaruhi oleh STRUKTUR POLITIK, sedang daya operasional struktur ( ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada.

· Tujuan budaya politik : mencapai dan memelihara sistem politik yang demokratis ( karena budaya politik dapat berfungsi dengan baik ditentukan oleh tingkat keserasian antara budaya itu dengan struktur politiknya.
Menentukan tingkat kematangan budaya politik suatu bangsa ( apakah struktur politik yang mereka harapkan bisa berjalan serasi dengan berfungsinya budaya politik masyarakat itu sendiri.

KLASIFIKASI BUDAYA POLITIK

1. Klasifikasi Budaya Politik Menurut Gabriel A. Almond :
· Budaya Politik Parokial (parochial political culture)

· Tingkat partisipasi politik sangat rendah (disebabkan oleh faktor kognitif – misalnya tingkat pendidikan yang rendah)

· Terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi masih sangat kecil ( pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas. Peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain (misalnya aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peran di bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan).

· Masyarakat tidak mengharapkan apapun dari sistem politik, termasuk tidak mengharapkan perubahan.
Masyarakat INDONESIA termasuk dalam golongan ini

· Budaya Politik Kaula (Subject Political Culture)

· Masyarakatnya sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonomi) tapi masih bersifat pasif

· Frekuensi tehadap sistem politiknya tinggi, tapi masih pasif dalam memberi masukan dan partisipasi. ( menunjukkan sudah ada otoritas pemerintah ( terlihat dari : ungkapan saling mendukung atau bermusuhan terhadap sistem.

· Pasif ( karena merasa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik (berpikir “posisi saya sebagai rakyat lemah, tidak berdaya untuk mempengaruhi bahkan mengubah sistem”). ( menerima segala putusan dan kebijaksanaan yang diambil pejabat yang berwenang dalam masyarakat, dan berpikir “da kebijakan / keputusan pemerintah mah mutlak, ‘ga boleh diubah, dikoreksi maupun ditentang”.

· Prinsip yang dipegang rakyat ( patuh perintah, menerima, loyal dan setia pada anjuran, perintah dan kebijaksanan penguasa

· Budaya Kaula ini sering terwujud dalam masyarakat yang tidak punya struktur masukan yang terdiferensiasi.

· Orientasi dalam sistem politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif.

· Bila tidak suka dengan sistem politik yang berlaku, orang hanya diam dan menyimpan dalam hati ( tidak diwujudkan dalam perilaku konkrit, karena yakin tidak ada sarana memadai untuk memanifestasikannya
· Terdapat pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari struktur hirarkis / vertikal ( akibatnya individu atau kelompok digariskan hidup sesuai garis hidupnya, hingga harus puas dan pasrah pada keadaan. ( latar belakang : proses kediktatoran / kolonialisme yang berkepanjangan.

· Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)

· Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi

· Orientasi politik secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan (terhadap struktur, proses politik dan administratif)

· Perhatian dan intensitas terhadap masukan dan keluaran dalam sistem politik sangat tinggi

· Orang menganggap dirinya dan orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, serta sadar akan hak dan tanggung jawabnya.

· Masyarakat menggunakan hak-hak politiknya ( tidak begitu saja menerima keputusan politik karena mereka sadar walaupun seberapa kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.

· Masyarakat memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan dan keluaran dalam konstelasi sistem politik yang berlaku.

· Partisipasi masyarakat diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat.

· Budaya ini tidak diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam politik saja, tetapi juga sebagai subyek di hadapan hukum dan kekuasaan sekaligus merupakan anggota-anggota kelompok utama yang bervariasi.

· Klasifikasi di atas bukan klasifikasi akhir, tapi awal budaya politik itu sendiri

· Bukan berarti klasifikasi yang satu akan menggantikan orientasi yang lain.

· Budaya Politik Campuran :

1. Budaya Politik Subyek Parokial :
· Terdapat di masyarakat di mana terdapat sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan ekslusif masyarakat kerukunan desa atau otoritas feodal.

· Terdapat variasi aktivitas politik warganya. Ada yang aktif dalam politik, tapi banyak mengambil peran sebagai subyek yang lebih aktif.

· Orientasi peserta menggantikan orientasi subyek dan parokial, walaupun tidak dijabarkan dengan jelas

· Orientasi parokial dan subyek memperlunak orientasi keterlibatan dan aktivitas individu dalam politik

· Biasanya ada komitmen membatasi diri terhadap kegiatan politik.

2. Budaya Politik Subyek Partisipan :
· Terjadi pada masyarakat peralihan dari budaya politik subyek ke budaya politik partisipan.

· Masalah prioritas : penanaman rasa loyalitas, identifikasi, dan kecenderungan untuk mentaati peraturan pemerintah pusat.

· Sebagian warga negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dari orientasi pribadinya sebagai seorang aktivis (mendorong proses partisipasi aktif warga negara). Sebagian yang lain terus diarahkan pada struktur pemerintahan yang otoritarian dan relatif punya orientasi pasif.

·  Tidak dapat menjelma menjadi pranata sosial yang kompeten, mandiri, dan berwibawa. Mereka hanya menerima norma-norma budaya partisipan, tapi perasaan mereka tidak didasarkan pada pengalaman / legitimasi yang jelas

· Jika budaya subyek partisipan ini berlangsung lama, akan dapat mengubah karakter sub-budaya subyek, karena ada dalam kondisi perebutan pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. ( mereka harus mampu mengembangkan infrastruktur mereka sendiri yang berbeda.

3. Budaya Politik Parokial Partisipan :
· Terjadi pada masyarakat yang relatif masih muda / negara berkembang. Negara terlihat sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, termasuk pembangunan kebudayaan.

· Norma-norma yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipatif, berusaha mencapai keselarasan dan keseimbangan, sehingga lebih menuntut budaya partisipan.

· Masalah : bagaimana dalam kondisi masyarakat sedang berkembang bisa ditanamkan orientasi terhadap masukan dan keluaran secara simultan. Sistem cenderung ke arah otoritarianisme, tapi yang lain ke arah demokrasi.

· Tidak ada struktur untuk bersandar. Birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab.

2. Almond : Orientasi Terhadap Pemerintahan dan Politik
· Model Masyarakat Demokratis Industrial :

· Banyak aktivis politik yang akan menjamin adanya kompetensi partai-partai politik dan kehadiran pemberi suara yang besar

· Banyak publik peminat politik yang selalu berdiskusi mengenai moral-moral kemasyarakatan dan pemerintahan, termasuk kelompok-kelompok yang selalu mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dan melindungi kepentingan khusus mereka.

· Model Dengan Sistem Otoriter :

· Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda.

( Kelompok organisasi politik, partisipan politik, mahasiswa dan kaum intelektual ( berusaha menentang dan mengubah sistem melalui tindakan persuasif atau proses yang agresif

( Kelompok terhormat (pengusaha, agamawan, tuan tanah) mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif dalam lobbying. 

( Sebagian besar rakyat hanya sebagai subyek yang pasif, mengakui dan tunduk pada pemerintah, tapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Bahkan petani, buruh tani ( sangat kecil kontaknya dengan sistem politik.

· Model Sistem Demokrasi Praindustrial :
· Hanya sedikit sekali partisipan, terutama dari profesional terpelajar, usahawan dan tuan tanah.

· Sebagian besar warga negaranya (pegawai, buruh, petani) secara langsung terpengaruh / terkena sistem perpajakan dan kebijakan resmi pemerintah lainnya. 

· Kelompok terbesar (contoh : buruh tani yang buta huruf) punya pengetahuan dan keterlibatan dalam politik yang sangat kecil.
· Penting :

Karakteristik budaya politik dapat dilihat dari partisipasi politik warga negaranya ( ada yang cenderung berkonflik, ada yang konsensus

Terminal terakhir :


Status sosial-ekonomi seseorang / kelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap dan tingkah laku politik (sesuatu yang mendikte alur logika pemikiran para teoritisi modernisasi)
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